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Harapan Para Tenaga KePendidikan

— (PNS). Kebijakan Khusus itu diha-
p“i\ rapkan lantaran pemerintah beren-

. “\““‘

\\\_@ pada 2023. 2

N Pembina Forum PTKNI DIY, Syaiful

cana menghapus pegawai non-PNS
Anam mengatakan, ketua kogwil PTK-

YOGYA, TRIBUN - Forum
Pendidik dan Tenaga Kepen-
didikan Negara Indonesia
(PTKNI) wilayah Daerah Isti-
mewa Yogyakarta (DIY) ber-
harap ada regulasi khusus

bagi tenaga kependidikan (tendik)
yang berstatus non-Pegawai Negeri Sipil

® kehalaman 11
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® Sambungan Hal 1

NI di tiga kabupaten yakni
Sleman, Bantul, dan Gu-
nungkidul telah melakukan
audiensi dengan bupati se-
tempat. Mereka meminta ke-
pada para kepala daerah itu
agar segera berkirim surat
ke presiden dan kementeri-
an terkait untuk dibuatkan
regulasi khusus agar nasib
para tendik di DIY ada keje-
lasan pada 2023.

Selain itu, secara kelem-
bagaan mereka juga telah
meminta kepada para wakil
rakyat di DPRD kota/ka-
bupaten, provinsi, maupun
DPR RI agar membuat regu-
lasi, entah berbentuk peru-

bahan perundang-undang- -

an atau sejenisnya. “Karena
namanya sekolah itu me-

mang yang di dalamnya ada-
lah proses belajar-mengajar.

Tapi secara organisasi tidak
akan berjalan tanpa tenaga
kependidikan,” ucapnya, Se-
lasa (18/1).

Syaiful menjelaskan, yang
dibidik para tendik di DIY
yakni. mendesak agar Ke-
mendikbud, bersama Ke-
menpan RB dan BKN segera
menyelesaikan status pega-
wai honorer di 2023 menda-
tang. Mereka merasa para
tendik khususnya di DIY tak
mendapatkan akses untuk
beralih status sebagai PNS.

“Untuk tahun ini per-
mintaan kami, surat reko-
mendasi bupati/wali kota
dikhususkan untuk peng-
angkatan PNS bagi tenaga
kependidikan. Karena guru
udah ada kepastian peng-
angkatan PPPK. Pemerintah
kabupaten/kota itu upaya-
kan khusus untuk tendik,”

. ujarnya.

Syaiful mengatakan, jum-
lah tendik di empat kabu-
paten yang ada di wilayah
DIY sebanyak 2.595 orang.

Rinciannya, Sleman 1.184
orang, Bantul 513 orang,
Kulon Progo 518 orang, dan
Gunungkidul sebanyak 380
orang. “Itu hanya tendik TK,
SD, hingga SMP saja. Belum
termasuk guru,” ujarnya.
Para tendik itu meminta
pemerintah segera meng-
angkat mereja menjadi PNS
atau PPPK, minimal bagi
mereka yang sudah bekerja
selama 5 tahun. Dibukti-
kan dengan telah. terdaftar
di Daftar Pokok Pendidikan
atau. Dapodik. .
Syaiful mengklaim, selu-
ruh tendik di DIY telah ter-
daftar di Dapodik. Sehingga
pihaknya tentu sangat ber-
harap pemerintah segera
merespons atau mengeluar-
kan regulasi khusus terse-
but. “Mengapa kami minta
minimal 5 tahun bekerja dan
harus terdaftar Dapodik, ke-
rena ngakali data Dapodik
rumit,” ungkap pria yang
juga sekaligus Ketua Forum
PTKNI Nasional itu. (hda)

Instansi

Nilal Berita

Sifat Tindak Lanjut

1. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Man

Netral

Biasa Untuk Diketahui

Y ogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

lg. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005



mailto:upik@jogjakota.go.id
http://www.jogjakota.go.id
http://www.tcpdf.org

